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BAB III
OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Sejarah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Sejarah Departemen Tenaga Kerja tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintah Republik Indonesia sampai sekarang Kementrian atau Departemen yang diserahi tugas untuk menangani masalah ketenagakerjaan berulang kali mengalami perubahan baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja yang harus ditangani.
Dalam periode perang kemerdekaan pada masa kabinet pertama  yaitu Kabinet Presidentil, masalah perburuhan berada dibawah  dan ditangani oleh Kementrian sosial. Keadaan ini berlanjut sampai masa Kabinet Syahrir III. Pengantian Kabinet yang berulang kali serta lahirnya partai–partai politik yang mewarnai gerakan kaum buruh, menjadikan penanganan masalah perburuhan semakin pelik, apalagi disertai oleh memburuknya keadaan ekonomi dan dalam keadaan perang.
Dengan dikeluarkannya maklumat Presiden Nomor: 7 Tahun 1947 yang diumumkan tanggal 3 juli 1947 tentang susunan kabinet Amir Syarifudin ditetapkan Surastri K. Trimurti sebagai pejabat Menteri Perburuhan dan MR. Wilopo sebagai Menteri Muda Perburuhan. Namun Menteri Perburuhan belum dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya, sebab belum ada Ketetapan Pemerintah Nomor : 3 tahun 1947 tanggal 25 juli 1947, tugas pokok Kementrian Sosial, termasuk didalamnya pelimpahan organisasi jawatan perburuhan, personil dan mata anggarannya. demikian eksistensi Kementrian Perburuhan baru mulai berfungsi setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 3 tahun 1947, oleh karena itu tanggal ”25 Juli berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor : KEP-288/MEN/1992 ditetapkan sebagai  ”Hari Jadi  Departemen Tenaga Kerja”.
Setelah Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh kabinet Hatta, tugas pokok Kementrian Perburuhan mencakup pula tugas urusan – urusan sosial, sehingga nama Kementrian Perburuhan berubah menjadi Kementrian Perubahan Sosial, dan sebagai pejabat Menterinya adalah RH.Kusnan. Pada masa Kabinet Hatta ini telah  terjadi peristiwa clash II yang diikuti dengan dibentuknya Kabinet Darurat dimana Kementrian Perburuhan dan Urusan Sosial diperluas tugas dan fungsinya sehingga menjadi Kementrian Perburuhan, Sosial Pembangunan, Pemuda dan Keamanan dan sebagai Menterinya adalah  Mr. Sultan Rasjid.
Dalam periode perang kemerdekaan tercatat sebanyak 8 orang Menterinya yang pernah memimpin Kementerian perburuhan untuk 11 kali masa bhakti masa bakti Kabinet diantaranya 4 Menteri adalah Menteri Sosial dalam 4 kali masa bakti kabinet (keadaan sebelum dibentuk Kementerian  Perburuhan). 
Dalam periode demokrasi Liberal dimulai pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), organisasi Kementerian Perburuhan  tidak lagi mencakup urusan sosial. Pada masa RIS Negara Kesatuan  Republik Indonesia di Yogyakarta merupakan negara bagian RIS, sehingga pada masa itu ada Menteri Perburuhan dipegang SM. Abidin. Organisasi kementerian perburuhan dan direktorat Tenaga Kerja (PMP 79 tahun 1954). Struktur organisasi tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1954, kecuali untuk struktur organisasi ditingkat daerah yang secara terus menerus diadakan penyempurnaan. Dalam periode demokrasi liberal telah tercatat 8 orang Menteri Perburuhan dalam jangka waktu 10 kali masa bakti kabinet, termasuk Menteri Perburuhan Pemerintahan RIS.
Dalam periode demokrasi Terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah membuka babak baru dalam tata kehidupan kenegaraan. Pada awal Demokrasi Terpimpin, Kementerian Perburuhan berada dalam naungan Menteri inti Bidang Produksi dan  dipimpin oleh seorang Menteri Muda Perburuhan Ahem Erningpraja. Dalam perkembangannya Menteri Muda Perburuhan menjadi Menteri Perburuhan, dimana Menteri Perburuhan dalam melaksanakan tugasnya semula dibantu dibantu oleh 4 pembantu Menteri yang kemudian bertambah menjadi  5 pembantu Menteri. Dalam periode ini kehidupan kenegaraan  diwarnai oleh kehidupan partai politik yang terpusat dalam pola.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 organisasi Departemen tenaga kerja berubah menjadi Departemen tenaga kerja, Transmigrasi dan Koperasi dengan struktur organisasinya diatur dalam Keputusan Menteri Nakertranskop No. KEP-1000/MEN/1975. Dalam perkembangannya organisasi Departemen Nakertranskop mengalami perubahan dengan dipindahkannya urusan koperasi ke Departemen Perdagangan, kemudian disempurnakan kembali setelah masalah urusan transmigrasi dilimpahkan ke Departemen Transmigrasi. Penyempurnaan organisasi tersebut bersifat menyeluruh, dari yang semula menganut pendekatan ”holding company type”  beralih ke pendekatan ”integrated type” Struktur, organisasi yang baru diatur denagn Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-199/MEN/1984 yang mengacu kepada Keppres No.15 Tahun 1984. Struktur organisasi ini kemudian disempurnakan lagi khususnya yang menyangkut organisasi tingkat kantor pusat, yang selanjutnya tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-525/MEN/1988 yang mengacu pada Nomor 30 Tahun 1987, dan berlaku hingga saat ini.
Pada masa transisi yaitu masa penertiban dan pembersihan aparatur pemerintahan dari unsur yang terlebat G 30 S/ PKI tercatat 3 kali penggantian kabinet, dengan jabatan Menteri tenaga Kerja tetap dipercayakan pada DR. Awaludin Djamin MPA. Dalam Masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I tercatat 6 orang Menteri yaitu Laksdya (L) Mursalim DM, Prof. DR. M. Sadli, Prof, DR, Subroto, Prof. Drs. Harun Zein, Laks (L) Sudamo, dan Drs. Cosmas Batubara.
Organisasi Departemen Tenaga kerja pada periode Pembangunan Jangka Panjang Tahap I jauh lebih mapan dari pada periode-periode sebelumnya. Demikian pula dengan kebijaksanaan dan progra-program ketenagakerjaan lebih jelas dan kongkrit melalui tahapan-tahapan Repelita I sampai Repelita V. Selain itu perkembangan organisasi ekstra struktural yang mempunyai andil dalam mewujudkan eksistensi Departemen Tenaga Kerja adalah Dharma Wanita, Koperasi Pelita dan Brigade 357.
Pada tahun 2000 seiring dengan pemberlakuan Otonomi Daerah  (OTDA) sebagian tugas pemerintah pusat diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah khususnya PEMDA kabupaten atau kota, maka Pemerintah Daerah masing–masing menerapkan kebijakan-bijakan yang disesuaikan dengan kepentingan pembangunan   daerahnya khususnya kepentingan masyarakat. Dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah maka hampir seluruh tatanan kedinasan yang berada didaerah menjadi wewenang pemerintah daerah yang bersangkutan tidak terlepas dengan dinas/instansi vertikal yang dahulu bertanggungjawab ke pemerintah pusat/Departemen (kantor Departemen tingkat kabupaten ke kantor  wilayah  jakarta provinsi/kanwil–terus ke Departemen) maka sejak tahun 2000, di Kabupaten Cirebon keberadaan kantor Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang berafilitasi ke Pemerintah daerah, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.24 tahun 2000 tentang pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan perda No. 25 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi, dirubah lagi dengan perda kabupaten cirebon No. 25 tahun 2004 tentang pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  dan Perda Kabupaten Cirebon No.26 tahun 2004 tentang organisasi tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka sejak saat itu kedua  kantor / instansi vertikal tersebut digabung menjadi satu, menjadi DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIREBON.
Era Otonomi Daerah terbentuk : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon (Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang pembentukan Nomor 25 Tahun 2004) Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008.
LANDASAN HUKUM
· UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2	: Tentang warga mendapatkan pekerjaan  dan penghidupan yang layak.
· UU. No. 51 Tahun 1951	: Pengawasan Ketenagakerjaan.
· UU. No. 1 Tahun 1970	: Tentang Keselamatan Kerja. 
· UU. No. 7 Tahun 1981	: Tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
· UU. No. 3 Tahun 1992	: Tentang Jamsostek.
· UU. No. 15 tahun 1997	: Tentang Ketransmigrasian. 
· UU. No. 21 tahun 2000	: Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 
· UU. No. 13 tahun 2003	: Tentang Ketenagakerjaan.
· UU. No. 2 Tahun 2004	: Tentang Penyelesaian Perselisihan 
  Hubungan Industrial 
· UU. No. 39 tahun 2004	: Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
3.1.2.1 Visi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat dan transmigrasi yang produktif, kompetitif, dan sejahtera didukung aparatur yang profesional dan meningkatkan peran serta stakeholder.
3.1.2.2 Misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
a. Terlaksananya pemetaan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan pasar kerja.
b. Terwujudnya pemberdayaan dan pendayunan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi dengan memperlihatkan kesetaraan Gender.
c. Adanya peningkatan tenaga kerja dan terlaksananya hubungan industrial.
d. Terlaksananya peningkatan persebaran produk untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui program penempatan transmigrasi.
e. Terwujudnya peningkatan dalam hal pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kerja.
f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas siswa pelatihan untuk siap berkompetisi di dunia pasar kerja.




3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
3.1.3.1 Tugas Pokok Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3.1.3.2 Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
1. Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon tercantum dalam Perbud No. 20 tahun 2021 pasal 34 : 
a. Perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
b. Pengelolaan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; 
c. Penempatan tenaga kerja; 
d. Pengelolaan hubungan industrial; 
e. Penyelenggaraan program transmigrasi; 
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
g. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketenagakerjaan; dan 
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



3.1.4 Maksud dan Tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
3.1.4.1 Maksud Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Sering dengan dilaksanakannya otonomi daerah masing-masing pemerintah daerah diberikan kewenangannya dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.
3.1.4.2 Tujuan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Berdasarkan peraturan daerah No. 24 tahun  2000 tentang pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah merupakan penggabungan dari kantor departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PPH serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang semula berada dibawah pemerintah Jawa Barat. Terakhir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka pemerintah Kabupaten Cirebon telah menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2008 tentang pembentukkan organisasi dinas daerah Kabupaten Cirebon diantaranya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon.





3.1.5 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon berdasarkan Perbud No. 20 tahun 2021 pasal 33 sebagai berikut :
KEPALA DINAS



SEKRETARIS





Kepala Sub  Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub  Keuangan dan Aset






Kepala Bidang
Pelatihan dan Produktivtas Tenaga Kerja
Kepala Bidang
Penempatan Tenaga Kerja
Kepala Bidang
Hubungan Industrial





Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Pelatihan Tenaga Kerja








Gambar 3.1
Struktur Organisasi






3.1.6 Struktur Pejabat Utama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Struktur pejabat utama Dinas Ketenagakerjaan Kabaputen Cirebon sebagai berikut dalam tabel :
	Tabel 3.1	
[bookmark: _Hlk89120293][bookmark: _Hlk89120275]Struktural Pejabat Utama
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

	No.
	Nama
	Jabatan

	1. 
	NOVI HENDRIYANTO, SSTP., M.Si
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cirebon

	1. 
	Hj. WIWIN WINARTI, S.Sos., M.Si
	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cirebon

	1. 
	Drs. SADUKI, MM
	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja

	1. 
	ISNAENI JAZILAH, S.H., M.H
	Kepala Bidang Hubungan Industrial

	1. 
	DWI SULISTYORINI, S.Sos
	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja 

	1. 
	HARSONO
	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja 

	1. 
	DWIYANI PRATAMAWATI, S.H
	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat

	1. 
	IRMA WIDIASTUTI, S.I.P
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

	1. 
	IIS YUSANDRIANI, S.I.P
	Kepala UPTD Pelatihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan

	1. 
	ARNIYA, SE
	Kepala Subbagian TU UPTD Pelatihan Kerja

	1. 
	DANIAL EL AMIN, S.Hut., M.E
	Pengantar Kerja Ahli Muda

	1. 
	SRI HARTANTI, ST., M.Pi
	Pengantar Kerja Ahli Muda

	1. 
	AHMAD HATTA, A.Md
	Instruktur Penyelia

	1. 
	ATANG, S.AP
	Instruktur Penyelia

	1. 
	YUNI SRI PURWANTI, S.AP
	Verifikator Keuangan

	1. 
	H. SULAEMAN, SE
	Pengantar Ahli Muda

	1. 
	NURUL FEBIYANTI, S.P
	Pengantar Ahli Muda

	1. 
	LUTFI BUDI ILMAWAN, S.KOM
	Perencanaan Ahli Muda

	1. 
	DADAN SUBANDI, S.Sos., M.A.P
	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda

	1. 
	IBNU UMAYA
	Pengantar Kerja Ahli Muda

	1. 
	ROBBY BINUR, S.H
	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda

	1. 
	RAHENDRA AHMAD SANUSI, S.Sos
	Pengantar Kerja Muda

	1. 
	WARDODO, S.IP
	Bendahara

	1. 
	NURBAITI , S.IP
	Arsiparis Ahli Pertama

	1. 
	CATUR GALIH PUSPITAADI, SE
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana

	1. 
	UTENG NURYANDIN, S.T
	Pengelola Keuangan

	1. 
	MUHAMMAD MAHPUD, S.T
	Instruktur Pelaksana Lanjutan

	1. 
	DAVID WIBOWO, A.Md
	Instruktur Pelaksana Lanjutan

	1. 
	ABDI SEMBADA, A.Md
	Instruktur Pelaksana Lanjutan

	1. 
	JOJO SUKARJO, A.Md
	Instruktur Pelaksana Lanjutan / Mahir

	1. 
	DIAH NOVIANTI, S.Pd
	Ahli Pertama – Instruktur

	1. 
	LYZA VINI PRATIWI, S.Pd
	Ahli Pertama – Instrukstur

	1. 
	ERINDA SULISTYANTO, S.Pd
	Ahli Pertama – Instruktur

	1. 
	MUTIA NURUL ARIFIN, S.H
	Ahli Pertama – Mediator Hubungan Industri

	1. 
	ANNISA IKA PUTRI ARDANTI, S.Pd
	Ahli Pertama – Instruktur

	1. 
	RISKI RAMADANI, S.H
	Analisis Perhubungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia

	1. 
	HARRIS HARTOYO EDDIYANTO, S.H
	Ahli Pertama – Mediator Hubungan Industrial

	1. 
	DESTIANI KENNEDY, A.Md
	Pengelola Keuangan

	1. 
	YOYO JAHYODIN
	Pengelola Keuangan

	1. 
	HERU HUDAYA
	Pengelola Akuntansi

	1. 
	ABDUL ROCHMAN
	Pengelola Keuangan

	1. 
	MOCHAMAD ROFIK
	Pengadministrasi Sarana dan Prasana


Sumber : Kasub Umum & Kepegawaian pada Sekretariat

3.1.7 Keadaan Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Data sumber daya manusia di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon :
Tabel 3.2
Data Sumber Daya Manusia Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
	No.
	Jabatan
	Jumlah Personil

	1. 
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cirebon
	1

	2. 
	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kab. Cirebon
	1

	3. 
	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
	1

	4. 
	Kepala Bidang Hubungan Industrial
	1

	5. 
	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
	1

	6. 
	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1

	7. 
	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat
	1

	8. 
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat
	1

	9. 
	Kepala UPTD Pelatihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan
	1

	10. 
	Kepala Subbagian TU UPTD Pelatihan Kerja
	1

	11. 
	Pengantar Kerja Ahli Muda
	6

	12. 
	Instruktur Penyelia
	2

	13. 
	Verifikator Keuangan
	1

	14. 
	Perencanaan Ahli Muda 
	1

	15. 
	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
	2

	16. 
	Bendahara
	1

	17. 
	Arsiparis Ahli Pertama
	1

	18. 
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana
	1

	19. 
	Pengelola Keuangan
	1

	20. 
	Instruktur Pelaksana Lanjutan
	4

	21. 
	Ahli Pertama – Instruktur
	4

	22. 
	Ahli Pertama – Mediator Hubungan Industri
	2

	23. 
	Analisis Perhubungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia
	1

	24. 
	Pengelola Keuangan
	3

	25. 
	Pengelola Akuntansi
	1

	26. 
	Pengadministrasi Sarana dan Prasana
	1


		Sumber :Kasub Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

3.1.8 Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon sebagai berikut :
Tabel 3.3
Sarana dan Prasana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

	No.
	Nama Barang
	Jumlah Barang

	1. 
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
	3

	2. 
	Rumah Negara
	6

	3. 
	Bangunan Kantor Permanent
	11

	4. 
	Bangunan Gedung Pertemuan Permanent
	2

	5. 
	Mini Bus
	6

	6. 
	Sepada Motor
	30

	7. 
	P.C Unit
	56

	8. 
	Printer
	32

	9. 
	Projector
	1

	10. 
	Scanner
	12

	11. 
	Screen Projector
	1


Sumber : Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
3.2 Metode Penelitian
3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode naturalistik yaitu metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang berlatar alamiah. Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya studi kasus (case study). Studi kasus dapat dilakukan di organisasi dan/atau di masyarakat.
3.2.2 Desain Penelitian
Desain Penelitian atau paradigma adalah menjabarkan berbagai variabel dengan variel lain, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan masalah yang diajukan, metode/strategi penelitian, teknik analisis yang akan digunakan serta kesimpulan yang diharapkan (Sugiono, 2002).
Dalam hal ini desain penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan penelitian deskriptif yaitu desain penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan untuk kemudian menganalisisnya berdasarkan suatu teori yang dipilih oleh peneliti sebagai pisau analisis.
3.3 Informan dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Informan
Informan adalah orang yang memberikan informasi/data yang diperlukan dalam penelitian. Inforrman mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena merupakan sumber data utama data utama. Data dari informan ini diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview).
[bookmark: _GoBack]Informan terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah informan yang paling banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti, sedangkan informan pendukung adalah informan-informan lain di luar informan kunci. Banyaknya informan tidak dibatasi karena disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
3.3.2 Teknik Pemilihan Informan
Teknik pemilihan informan dalam penelitian Kepemimpinan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon ini dengan cara teknik purposif, karena peneliti menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun informan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah ada dua informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung :
1. Informan kunci :
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
2. Informan Pendukung :
Sedangkan informan pendukung peneliti pengambil informan berdasarkan dari pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari informan langsung maupun dari sumber dokumen atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, meliputi (Sugiyono, 2018 :134-146) dalam  ini penulis sebagai berikut:
1. Studi kepustakaan/literatur
Mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.


2. Studi lapangan
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi  objek penelitian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Dalam observasi studi lapangan ini terbagi dua antara lain sebagai berikut :
a. Observasi Partisipatif (pengamatan dan terlibat dalam aktivitas)
b. Observasi Non Partisipatif (hanya melakukan pengamatan)
3. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pimpinan atau pekerja lainnya yang berada di lokasi penelitian.
4. Dokumentasi
Yaitu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, undang-undang dan foto.
3.4 Operasional Konsep Penelitian
Operasional konsep penelitian merupakan cara untuk menjabarkan konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi dan parameter yang seseuai dengan teori yang digunakan, sehingga konsep tersebut bersifat konrkrit dan dapat diukur. Untuk mempermudah dan analisis data pada penelitian kepemimpinan kepala bidang penempatan tenaga kerja dalam meningkatkan budaya kerja pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Adapun tabel operasional sebagai berikut :
Tabel 3.4
Operasional Konsep Penelitian

	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	








Bentuk Gaya Kepemimpinan (dalam Sedarmayanti 2009:134)



	1. Mengarahkan



	1. Melakukan pengawasan
2. Memberikan arahan kepada bawahannya

	
	2. Mendukung
	1. Mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif
2. Memperhatikan kesejahteraan aparatur bidang penempatan tenaga kerja


	
	3. Berpartisipasi
	1. Memberikan kebebasan berpendapat
2. Mempertimbangkan saran/masukan



	
	4. Berorientasi pada tugas
	1. Standar kerja yang tinggi

2. Menentukan metode yang harus dikerjakan

	
Unsur-unsur Budaya Kerja menurut Taliziduhu Ndraha
	1. Sikap terhadap pekerjaan
	1. Kepuasan kerja
2. Bertanggungjawab dalam pekerjaa

	(dalam Dr.Tubagus 2015:37)
	2. Perilaku pada perkerjaan

	1. Motivasi kerja
2. Cermat dalam melaksanakan tugas



2.5 Pengujian Keabsahan Data
Penguji keabsahan data dilakukan terhadap data primer maupun data sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara dan observasi harus diuji/diperiksa dulu keabsahan/keakuratan datanya dengan cara melakukan  pengujian keabsahan data. Menurut Moleong (2006), ada beberapa teknik pengujian atau pemeriksaan keabsahan data yaitu :
1. Kredibilitas (Perpanjangan keikutsertaan).
2. Ketekunan pengamatan (derajat kepercayaan).
3. Triangulasi.
4. Pengecekan sejawat (member check).
5. Kecukupan referensial.
Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, disini peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya peneliti melakukan teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut sehingga data dapat diakui valid. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.  Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.
3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut :
1. Reduksi data, yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Display data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian, diagram, tabel, dan foto-foto (foto kegiatan penelitian disarankan disimpan dalam lampiran).
3. Verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu pengecek data sebelum peneliti menarik kesimpulan. Tahap-tahap verifikasi untuk menarik kesimpulan memuat unsur-unsur yaitu :
a. Verstehen, yaitu data yang akan dikumpulkan dipahami berdasarkan kategori dan karakteristik masing-masing.
b. Interprestasi, yaitu memahami setepat mungkin arti dan maksud data yang disampaikan.
c. Koherensi, yaitu untuk menemukan keselarasan yang didapat dari bahan-bahan yang beragam.
d. Hermeneutika, yaitu analisis penafsiran terhadap data yang terkumpul, sehingga esensi data dapat dipahami sesuai dengan waktu sekarang.
e. Induktif, yaitu melakukan penyimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan yang telah dilakukan suatu analisis.
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3.7 Jadwal Penelitian
Peneliti membuat rencana jadwal penelitian 4 bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni adapun jadwalnya dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5
Jadwal Penelitian
	No. 
	Kegiatan
	Tahun 2023

	
	
	Maret
	April
	Mei
	Juni

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	1.
	Penelitian Awal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pengajuan Judul
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Penyusunan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Bimbingan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Perbaikan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Observasi Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Wawancara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Olah Data Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Penyusunan  Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Bimbingan Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Sidang Seminar Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Perbaikan Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Bimbingan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Sidang Skripsi
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